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PEMERINTAHAN -

Apkasi: Tuntaskan RUU

JAKARTA (Suara Karya): Aso-

" siasi Pemerintah Kabupaten

Seluruh Indonesia (Apkasi)
mengharapkan agar

Rancangari Undang-undang:

Administrasi Negara dapat
segera selesai. Ini mengingat

banyaknya kepala daerah,

yang tersangkut kasus ko-

rupsi akibat kebijakan yang

mereka lakukan, sehingga
menimbukan keresahan bagi

para bupati dan walikota di
Indonesia yang akhirnya. :

akan berimplikasi pada ba-
nyaknya penyelenggara pe-
merintahan yang mengambil
'sifat pasif’ dan kurang "res-
ponsif' terhadap pemenuhan
kepentingan publik yang ber-

.kaitan dengan jabatannya.
"Mereka sering menjadi -

takut dan ragu dalam meng-

ambil diskresi, kondisi seper-
 ti ini jika-dibiarkan akan da-.
- pat menurunkan kreativitas,
_ semangat inovasi, dan kebe-

ranian mengambil terobosan- -
terobosan demi kepentingan

publik," kata Ketua Umum
Apkasi Isran Noor, dalam ra-
pat Dewan Apkasi yang juga
membahas ~kebijakan-kebi-

jakan yang di ambil oleh para.

kepala daerah agar dalam
mengambil keputusan tidak
merugikan negara, di Jakar-
ta, Rabu (19/6).

- Rapat juga dihadiri para

pengurus Apkasi, di antara-

nya Bupati Kuningan Aang

Suganda, Bupati Murung
Raya Willy M Yoseph, dan
Bupati - Bengkulu Utara
Imron Rosyadi. .
Menurut Isran, diskresi

" merupakan keleluasaan ke-
pala daerah untuk mengelu- -

arkan kebijakan, inisiatif,

-serta inovasi atau terobosan.
"atas ‘'sesuatu yang tidak te-

gas untuk kepentingan pub-
lik. Meski demikian, penggu-
naan kebijakan diskresi ter-

sebut sangat rentan menye- -
ret kepala daerah atau peja-

bat daerah kedalam tindak

pidana penyalahgunaan ke-
- wenangan atau kekuasaatl.
"Rendahnya--kepastian .

dalam penegakan hukum se-

£ I‘iﬂg membuat ‘pa}f‘ai'penye;

lenggara‘pemerintah di dae-
rah’ mengalami keresahan
dan ketakutan untuk meng-
ambil inisiatif dan diskresi

" dalam menyelenggarakan pe-
- merintahan daerah,’ ujarnya.
lIsran mengungkapkan, .. Menu
_ * dan kepala daerah tak per-
dia melihat peningkatan -
jumlah kepala daerah yang
terkait dan tersangkut per-.
masalahan hukum karena

dari ‘berbagai pemberitaan,

kebijakan yang mereka lak-
ukan. "Tidak lagi melihat
apakah itu benar-benar me-
rugikan negara atau tidak,
tapi itu ternyata secara reali-

ta sudah masuk ke dalam

daftar," ujarnya.

Karena itu, Isran, memin-_

Administrasi Negara

ta agar RUU Administrasi Ne-
gara cepat diselesaikan se-

hingga bisa membantu me-

lindungi kebijakan-kebijakan
yang diambil para kepala
daerah dalam menjalankan
otoritas sebagai pemimpin .
daerah dalam kebijakan oto-
nomi daerah. "Karena itu, ka-
mi-mendesak DPR dan Peme-

‘rintah untuk segera men-

sahkan, RUU Administrasi
Negara," ujar Isran Noor.

- Sementara, Wakil Ketua
Umum Apkasi Willy M Yoseph
menyebutkan, hasil: pem-

bahasan rapat tersebut akan

menjadi acuan dan masukan-
masukan = yang jelas’ dan

“terukur pada pemerintah dan
DPR, agar undang-undang

administrasi negara itu segera
terselesaikan. "Kami para
bupati dan wali kota siap
untuk memberikan share

" dalam membahas undang-

undang tersebut,'katanya.
_ Menurut dia, para bupati

nah berniat merugikan nega-
ra, mereka terseret kasus
karena-tidak adanya pandu-
an yang jelas soal pengelola-
an keuangan daerah. "Mere-
ka terjerat karena belum ada

panduan yang jelas soal pe-

ngelolaan uang negara untuk
pembangunan daerah. Ini
beberapa kali kita sampaikan

- pada pemerintah pusat,’
_ ujarnya. (Kartoyo DS/Yudhiarma)



